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DLH Kota Yogya Minta Maaf .

B Pastikan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Aktivitas Warga Tetap Grat

YOGYA, TRIBUN - Dinas Lingkung-
an Hidup (DLH) Kota Yogyakarta me-
minta maaf kepada masyarakat ter-
kait Inya stiker

REGULASI SPESIFIK

@ Dinas Lingkungan Hidpp (DLH)

retribusi penggunaan Ruang Terbu-
ka Hijau Publik (RTHP) yang memicu
keresahan. DLH memastikan bahwa
seluruh aktivitas sosial, budaya, ma-
upun kegiatan pribadi warga masya-
rakat di RTHP tetap tidak dipungut
biaya alias gratis.

Kepala DLH Kota Yogyakarta, Raj-
wan Taufiq, menjelaskan, munculnya
stiker pengumuman tarif Rp50.000
per jam itu murni karena misko-

k di internal
Menurutnya, ada kekeliruan dalam
menerjemahkan lampiran Peratur-
an Daerah (Perda) Kota Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pa-
jak Daerah dan Retribusi Daerah

Kota Yogy: meminta maaf.
kepada masyarakat atas muncul-
nya stiker pengumuman retribusi
penggunaan Ruang Terbuka Hijau
Publik (RTHP).

DLH memastikan bahwa seluruh
aktivitas sosial, budaya, maupun
kegiatan pribadi warga masyara-
kat di RTHP tetap tidak dipungut
biaya alias gratis.

Retribusi itu secara spesifik dite-
rapkan untuk pihak ketiga atau
perusahaan swasta yang ingin
memanfaatkan area RTHP untuk
kepentingan komersial.

untuk tidak

oleh a tanpa
terlebih dahulu. “Kami sampaikan
per maaf atas

manan yang terjadi. Ini murni mis-
komunikasi internal di DLH terkait
penjabaran regulasi. Kami pastikan
peruntukan RTHP bagi masyarakat
tidak ada perubahan, tetap gratis,”
ujarnya, Minggu (19/7).

Rajwan meluruskan, nominal ret-
ribusi yang tercantum dalam lampir-
an Perda tersebut sebenarnya bukan

cemas dan tetap memanfaatkan
fasilitas publik térsebut dengan seba-
gaimana mestinya.

“Stiker-stiker yang sempat tertem-
pel sudah kami instruksikan untuk
dihapus dan dicopot semua. Kami
menjamin masyarakat tetap bisa
menggunakan ruang publik ini de-
ngan leluasa tanpa dibayangi tarif
retribusi,” terangnya.

lan stiker

aktivitas warga
di lokasi RTHP. Aturan disiapkan
secara spesifik untuk pihak ketiga
atau perusahaan swasta yang ingin
memanfaatkan area RTHP untuk ke-
pentingan komersial yang berorienta-
si keuntungan atau profit.
Menurutnya, komitmen Pemkot
Yogyakarta sejak awal

terkait pemberlakuan retribusi di
RTHP ini telah memicu keresahan
dan protes dari warga di Kota Yog-
yakarta. Kegelisahan salah satunya

i Sekretaris Kampung

dan memfasilitasi RTHP ini memang
untuk kegiatan masyarakat, baik itu
pertemuan RT RW, kegiatan agus-
tusan, pengajian, hingga hajatan
warga. Semua biaya pemeliharaan
hingga listrik juga ditanggung peme-
rintah.

“Tarif Rp50.000 per jam itu hanya
berlaku jika ada produk besar atau
perusahaan komersial yang memin-
jam tempat di sana untuk promosi
bisnis mereka. Jadi, sama sekali ti-
dak menyentuh warga,” tambah Raj-
wan.

Merespons aduan masyarakat
yang sempat mencuat di beberapa
titik, seperti di Kampung Dipowi-
natan, DLH pun langsung bergerak
dengan menginstruksikan penco-
potan seluruh stiker pengumuman
yang sempat terpasang. Rajwan juga

D

Kemantren Mergangsan, Kota Yog-
, deva Wahyu Sugiant

Jumat (17/7).

“Jadi kronologi awalnya, tadi ma-
lam itu ruang publik dipakai pe-
ngajian oleh warga. Nah, tahu-tahu
di pintu sekretariat ditempeli stiker
(retribusi RTHP) itu,” ujarnya.

Penempelan stiker secara tiba-tiba
tanpa sosialisasi sontak membuat
warga sekitar kebingungan, karena
selama ini penggunaan RTHP terbe-
bas dari pungutan apapun. Terlebih,
dalam stiker yang rilis DLH Kota
Yogyakarta tersebut, tertulis mulai
tahun 2026 diberlakukan retribusi
untuk kegiatan komersial maupun
pribadi, seperti acara pernikahan,
acara bersponsor, dan acara berba-
yar. Namun, petugas DLH kemudian
datang dan mencopot stiker itu, se-
telah pihaknya melaporkan ke Wakil
Ketua DPRD Kota Yogya. (aka)
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